II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Studi Komparasi

Studi komparasi menurut Poerwodarminto dalam kamus umum Bahasa
Indonesia (2003:708), studi berasal dari bahasa inggris fo study yang berarti
ingin mendapatkan atau mempelajari. Mempelajari berarti ingin mendapatkan
suatu yang khusus dengan didorong oleh rasa ingin tahu terhadap sesuatu
yang belum dipelajari dan dikenal. Sedangkan komparasi berasal dari bahasa
inggris fo compare yang berarti membandingkan paling tidak ada dua

masalah dan ada dua faktor kesamaan serta faktor perbedaan.

Arswani Sujud mengemukakan bahwa Penelitian komparasi akan dapat
menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-
benda, tentang prosedur-prosedur kerja. Menurut Winarno Surakhmad dalam
bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah (1986 : 84) bahwa :

Komparasi adalah penyelidikan diskriptif yang berusaha mencari pemecahan
melalui analisis tentang hubungan sebab akibat yakni memilih faktor-faktor
tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan

membandingkan satu faktor dengan faktor lain.
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Istilah studi komparasi yang digunakan penulis dalam penelitian hukum juga
sering digunakan kata perbandingan hukum yang dapat didefinisikan oleh

beberapa ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain :

1. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum
merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh
pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas
hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik
untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.

2. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu
metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan
tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.

3. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu
metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam
semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara comparative
law dan foreign law (hukum asing), pengertian istilah yang pertama
untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan
pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa
secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

4. Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan
dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang
hukum. Para pakar hukum ini adalah : Frederik Pollock, Gutteridge,

Rene David, dan George Winterton
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5. Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu
pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan)
mempunyai lingkup: (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan
perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya

6. Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum
mencakup : analysis and comparison of the laws. Pendapat tersebut
sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan
sebagai cabang ilmu hukum.

7. Hesel Yutena mengemukakan definisi perbandingan hukum sebagai
berikut: Comparative law is simply another name for legal science, or
like other branches of science it has a universal humanistic outlook ; it
contemplates that while the technique nay vary, the problems of justice
are basically the same in time and space throughout the world.
Perbandingan hukum hanya suatu nama lain untuk ilmu hukum dan
merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu sosial, atau seperti
cabang ilmu lainnya perbandingan hukum memiliki wawasan yang
universal, sekalipun caranya berlainan, masalah keadilan pada
dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat di seluruh dunia.

8. Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum sebagai
berikut : Comparative law is legal discipline aiming at ascertaining
similarities and differences and finding out relationship between
various legal sistems, their essence and style, looking at comparable
legal institutions and concepts and typing to determine solutions to

certain problems in these sistems with a definite goal in mind, such as
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law reform, unification etc. (Perbandingan hukum merupakan suatu
disiplin ilmu hukum yang bertuyjuan menemukan persamaan dan
perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara
berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga
lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu
penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem
hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi
hukum dan lain-lain)

9. Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan
oleh Zweigert dan Kort yaitu : Comparative law is the comparison of
the spirit and style of different legal sistem or of comparable legal
institutions of the solution of comparable legal problems in different
sistem. (Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya
dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembagahukum
yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat
diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda).

10. Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum adalah
ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana)
dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda

perbandingan."

3 Ibid, hal. 26
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B. Pengertian Anak

a. Pengertian anak secara harafiah
Pengertian anak pada dasarnya memiliki arti yang begitu luas, secara
harafiah anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan
antara pria dan wanita. Hubungan tersebut terikat dalam sebuah satu ikatan
perkawinan yang lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang
dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai
anak sah. Namun ada juga yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan
perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan

yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah..

John Locke mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih
bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari
lingkungan. Augustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan
orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari
hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan
pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar
dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat
memaksa. Sementara Sobur juga mengartikan Pengertian Anak sebagai
orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan,dan minat
berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Definisi anak
menurut Haditono anak adalah mahluk yang membutuhkan kasih sayang,
pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak

merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan
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kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan

yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

. Pengertian Anak Dari Aspek Agama.

Sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah
agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang
keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan
melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang
mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan
secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin sehingga
kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti
dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai
kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam,anak
adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan
negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila’lamin
dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa
setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai
implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat ,

bangsa dan negara.

. Pengertian Dari aspek Ekonomi.

Pengertian ekonomi, anak dikelompokan pada golongan non produktif.
Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu
disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat

terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai
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kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses
untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat
menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam
bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana
yang ditetapkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
yaitu anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam
kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau
membahayakan perkembanganya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban

dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pengerian Dari Apek Sosiologis

Aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang
senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan
negara.Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang
mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan
tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah
pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya
keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud
untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya
kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan,

proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Pengertian Anak dari Aspek Hukum.
Hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah

sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur
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secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak
dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem
hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek
hukum.Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan

ke dalam subsistem sebagai berikut:

Berikut ini beberapa pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia:

1) Pengertian anak berdasarkan UUD 1945.
Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi:
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini
mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional
yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan
anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah
dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma
Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. ketentuan UUD 1945,
ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu
seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara
rahasia, jasmaniah maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas
pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun

sesuadah ia dilahirkan.
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Pengertian anak berdasarkan UU Pengadilan Anak.

Anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang
berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas)
tahun dan belum pernah menikah”. Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi
dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatsi dengan umur antara 8
(delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kedua si
anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan
ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat
dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak
dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas)

tahun.

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

UU No.l 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang
digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat
(2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum
mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU
memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19

(sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah
kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18
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(delapan belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di bawah
kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut
di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No. 1 Tahun 1974
adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas)

tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki."*

C. Pengertian Anak Nakal

Istilah Kenakalan Anak merupakan terjemahan dari Juvenile Delinquency.
Namun, di kalangan para ahli, belum ada pendapat yang seragam mengenai
istilah Juvenile Delinquency. Ada yang menyebutnya sebagai kenakalan anak,
kenakalan remaja, kenakalan pemuda, delinkuensi anak atau tuna sosial. Istilah
Jivinile sendiri berasal dari bahasa Latin Juvenilis, artinya: anak-anak, anak
muda, ciri karateristik pada usia muda, sifat-sifat khas pada periode remaja.
Sementara istilah Delinquent berasal dari kata Latin Delinquere yang berarti:
terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-
sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak

dapat diperbaiki lagi, durjana, dan lain-lain.

Istilah bahasa Indonesia belum didapatkan suatu terjemahan yang tepat tentang
istilah Juvenile Delinquency ataupun belum ada ketetapan Pemerintah
mengenai hal ini, para ahli lebih cenderung menggunakan istilah Kenakalan
Remaja daripada istilah Kejahatan Remaja. Apa yang dimaksud dengan

Kenakalan Anak, dapat dilihat dari perumusan berikut:

14

R. Sosilo, 1998, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Beserta Dengan Komentar-
Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politeia,Bogor,1998,hal. 61
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a. Paul W. Tappan (1949), memberikan pengertian Juvenile Delinquency
sebagai berikut:
The Juvenile Delinquents is a person who has been adjudicated as such by
a court of proper jurisdiction. Delinquency is any act, course of conduct
on situation which might be brought before a court and adjudicated.
(Terjemahan bebas: Anak yang berperilaku menyimpang adalah seorang
anak yang diputuskan demikian oleh pengadilan yang berwenang untuk
itu. Perilaku yang menyimpang adalah setiap perbuatan, situasi yang

mungkin dibawa ke pengadilan untuk diperiksa).

b. Maud A. Merril, dalam bukunya Problem of Child Delinquency, seperti
yang dikutip oleh Gerungan (1966), merumuskan :
A child classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to
be so grave that the become or ought to beecome the subject of official
action.
(Terjemahan bebas: Seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila
tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian
memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya
mengambil tindakan terhadapnya dalam ati menahannya atau

mengasingkannya).

c. Fuad hasan dalam Simanjuntak (1984), mengartikan delinkuensi sebagai
perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana

dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.
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d. B. Simanjuntak (1984) memberikan batasan:

1. Juvenile Delinquency berarti perbuatan dan tingkah laku perkosaan
terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap
kesusilaan yang dilakukan oleh anak (para Juvenile Delinquents).

2. Juvenile Delinquent itu adalah offenders yang terdiri dari anak
(berumur di bawah 21 tahun — pubertas) yang termasuk yuridiksi
pengadilan anak (Juvenile Court).

3. Pengertian Anak Nakal diatur dalam Pasal 1 angka (2) UUPA sebagai
berikut: Anak Nakal adalah:

a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun
menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat

yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa UUPA menggunakan
istilah “Anak Nakal” bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun
perbuatan lainnya yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis
(hukum adat). Jadi berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengatur
tentang anak, anak yang bermasalah kelakuan (anak berkonflik dengan hukum)
disebut dengan anak nakal. Dengan demikian, perbuatan anak yang

menyimpang dan melanggar hukum disebut Kenakalan Anak."

" Tri Andrisman. 2011. Hukum Peradilan Anak. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hal. 42
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Berdasarkan uraian di atas mengenai pengertian kenakalan anak, dapat dirinci
menjadi 2 (dua) pengertian, yaiutu pengertian yang sempit dan pengertian yang
luas. Pengertian kenakalan anak dalam arti sempit, memberikan defenisi yang
tidak berbeda dengan pengertian kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa,
yakni perbuatan anak yang melanggar ketentuan undang-undang pidana.
Sedangkan pengertian yang luas, memberikan definisi bahwa kenakalan anak
itu bukan hanya melanggar ketentuan yang diatur dalam hukum pidana namun
melanggar juga ketentuan-ketentuan di luar hukum pidana, baik tertulis

maupun tidak tertulis 16

D. Pengertian Kebijakan Formulasi

Istilah kebijakan sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan,
undang — undang, ketentuan — ketentuan, usulan — usulan dan rancangan —
rancangan besar. Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyau tujuan
yang diambul oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu
masalah atau persoalan — persoalan. Berikut ini beberapa pengertian tentang

kebijakan, yaitu :

1. Pedoman untuk bertindak, yakni suatu deklarasi mengenai suatu dasar /
pedoman bertindak, arah tindakan tertentu, program mengenai aktivitas —
aktivitas tertentu atau suatu rencana.

2. Perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau

serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

' Ibid, Hal. 4 — 6.
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3. Tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan bukan
sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.
4. Langkah/ tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah aktor

berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan
pengambilan keputusan. Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh
perilaku yang konsisten dan berulang baik yang membuatnya maupun yang
mentaatinya. Prinsip yang mengatur tindakan diarahkan kepada pencapaian

tujuan— tujuan tertentu.

Fungsi kebijakan sebagai pengangkat pedoman yang memberikan arah terhadap
pelaksanaan strategi — strategi pembangunan, memberikan rumusan mengenai
beberapa pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program -
program yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu
kebijakan formulasi adalah dasar, latar belakang, tujuan dibentuknya suatu
undang — undang, peraturan. Pembentukan suatu undang — undang/ peraturan
maka harus mempertimbangkan substansi dari undang — undang tersebut.
Kebijakan formulasi merupakan dasar pedoman dalam pembentukan suatu

undang—undang.

E. Pengertian Sanksi Pidana

a. Pengertian sanksi pidana
Defenisi dari sanksi Pidana secara umum dapat diartikan sebagai suatu
nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah

melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang diharapkan
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dengan adanya sanksi orang tidak akan melakukan tindak pidana.
Pengertian sanksi pidana menurut Herbert L. Parker of Criminal Sanction
adalah

“Criminal punishment means simply and particular disposition or the range
or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize)
in cases of person who have been judged through the distinctive processes
of the criminal law to be guilty of ceime.”

Pengertian Sanksi Pidana dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell
Black adalah punishment attached to conviction at crimes such fines,
probation and sentences - suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum

suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana

pengawasan dan pidana penjara.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengertian
Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang
dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana
melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang
secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana

tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.’’

b. Jenis- jenis pidana
Dalam KUHP yang masih berlaku sekarang ini, diintrodusir beberapa jenis
pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1) Pidana Pokok:
- pidana mati

Y Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
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- pidana penjara

- pidana kurungan

- pidana denda.
2) Pidana Tambahan:

- pencabutan hak-hak tertentu

- perampasan barang-barang tertentu

- pengumuman putusan hakim.
Berdasarkan pembagian jenis pemidanaan dalam KUHP, maka dapat
dikemukakan beberapa perbedaan antara pidana pokok dan pidana
tambahan :

a) Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok,
kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap
anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambahan
ini ditmabhakan bukan kepada pidana pokok melainkan pada
tindakan).

b) Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya
pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah
fakultatif (bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan
terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250
bis, 261 dan 275 KUHP dimana sifatnya menjadi keharusan.

¢) Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu
tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim

dapat dijalankan. '®Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang

disebutkan dalam Pasal 10 KUHP yakni:

18 NegaraHukum.com,diakses tgl 6 Oktober 2012, pkl : 22.05.
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1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang

ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan

sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati

diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini

Adami Chazawi berpendapat bahwa: Kejahatan-kejahatan yang diancam

dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat

berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

o

Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat 2,
124 ayat 3 jo 129):

Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau
dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : 104 (3), 340;
Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat
memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)

Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444)

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa
pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)),
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta Undang-
undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan
Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa

eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.
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2) Pidana Penjara
Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau
perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara
itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan
dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau
dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan
lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat
kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat,

bangsa dan negara.

Mengenai pidana penjara, Rusli Effendy menyatakan bahwa: pidana penjara

diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan

culpa dan pelanggaran fiskal. Dalam Pasal 12 KUHP, R. Soesilo (1981:32)

diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu:

a. Hukaman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.

b. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-
lamanya lima belas tahun berturut-turut.

c. Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup,
dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui,
sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan
Pasal 52.

d. Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua

puluh tahun.
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3) Pidana Kurungan
Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara
yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya,
dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang
sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang
melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah

diatur dalam Buku II KUHP.

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal

satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat

atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena

rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP. Dalam beberapa hal, pidana kurungan

adalah sama dengan pidana penjara, yaitu:

a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.

b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum,
tapi tidak mengenal minimum khusus, maksimum umum pidana penjara
15 tahun yang karna alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi
maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat
diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara
maupun kurungan sama 1 hari. Sedangkan maksimum khusus disebutkan
pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak
sama bagi semua tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat

ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
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Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk
menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu, walaupun untuk narapidana
kurungan lebih ringan dibanding narapidana penjara. Tempat menjalani pidana
penjara adalah sama dengan tempat menjalani pidana kurungan, walaupun ada
sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28). Pidana kurungan dan pidana
penjara mulai berlaku, apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan
hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap)dijalankan/dieksekusi, yaitu pada
saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa

memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun perbedaan - perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut
Hamzah, adalah:

a) pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana
penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan dolus dan culpa.

b) Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan principal dan subsidair
(pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.

c) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.

d) Perbedaan berat ringan pemidanaan.

e) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.

f) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki
keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada
pidana penjara ini tidak ada.

4) Pidana Denda
Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman
pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai
pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang
diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP

hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam
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pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang

pelanggaran.

Menurut Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti

dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu

hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti

denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

2) putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi
tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu hari

lamanya.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan
yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat
gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena Pasal 52

KUHP.

Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai
pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar
denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna
KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus membayar denda.
Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda

tersebut.
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5) Pidana Tutupan
Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam
KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31
Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok
seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP. Mengenai pidana tutupan
(Adami Chazawai, 2002:43), menyatakan bahwa:
Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan
hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik
hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim
menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara
Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para
pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli
1946.
Adapun jenis-jenis Pidana Tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
A. Pencabutan Hak Tertentu
Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang
terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada
dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegrdasikan martabat seseorang
sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk
menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan
meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum
publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.
Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP R. Soesilo (1981:47) hak-hak yang
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.

b) Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara);
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Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut
undang-undang umum.

Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui
sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas
menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain
dan anaknya sendiri.

Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan(curatele) atas anak sendiri ;

hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

Kemudian masih menurut R. Soesilo dalam KUHP Pasal 38 ayat (1)

ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu adalah sebagai

berikut:

a) Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, buat selama
hidup.

b) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, buat
sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih
lama dari hukuman utama.

¢) Jika dijatuhkan hukuman denda, buat sekurang-kurangnya dua tahun
dan selama-lamanya lima tahun.

d) Perampasan barang-barang Tertentu.

e) Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim

untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan
barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau

dimusnahkan atau dijual untuk negara.



37

f) Menurut penjelasan Pasal 39 KUHP (R.Soesilo, 1981 : 49), barang-

barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam :

1)

2)

Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan
misal’nya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan
memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-
lain. Barang ini biasa disebut corpora delicti, dan senantiasa dapat
dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik
dari kejahatan dolus maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh
dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas
dalam hal-hal yang ditentukan.

Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja
dipakaiuntuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau
senjata api yang dipakai dengan senagaja untuk melakukan
pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan
kandungan dan sebagainya biasanya disebut instrumenta delicti,
barang-barang ini dapat dirampas pula,akan tetapi harus
memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum
dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan dolus
(dengan sengaja). Dalam hal kejahatan culpa (tidak dengan
sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya

dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.

g) Pengumuman Putusan Hakim

Dalam penjelasan Pasal 43 KUHP (R.Soesilo, 1981 : 51) menyatakan

bahwa :
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Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan,
putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan
cara yang ditentukan oleh hakim , misalnya melalui surat kabar,
radio,televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan
sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat
dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya
penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.

Sejarah Pemidanaan

Sistem pemidanaan telah ada di dunia sudah cukup lama. Sejarah pemidaanan

yang dulu, pernah diterapkan kepada pelaku kejahatan memiliki jenis- jenis

sanksi pidana dan tata cara untuk pelaksanaan yang dapat dilihat berdasarlan

lintasan history dari abad-ke abad.

Pertama, Pidana membuang/ menyingkirkan/ melumpuhkan (Abad ke-19),
bentuk pidana menyingkirkan/melumpuhkan dimaksudkan agar penjahat itu
tidak lagi mengganggu masyarakat, penyingkiran dilakukan dengan beberapa
cara misalnya membuang atau mengirim penjahat itu keseberang lautan.
Dalam hal ini juga berlaku dalam adat minangkabau, sanksi pidana ada dalam
bentuk menyingkirkan yaitu membuang sepanjang adat. Di Indonesia
terutama pada zaman hindia belanda dulu pidana pembuangan ini banyak

juga dilakukan terhadap orang — orang politik.

Kedua, Sistem pemidanaan kerja paksa (Abad ke-17), misalnya kerja paksa
mendayung sampan, cara-cara kerja paksa itu lama kelamaan menjadi hilang
setelah kapal meningggalkan layar. Di Hindia Belanda kerja paksa sebagai
bentuk pidana pernah juga dilakukan terutama dalam pembuatan jalan raya

dan membuat lubang. Walaupun pidana penjara yang dikenal sejak berabad-



39

abad sebagai “Bui” bagi lawan-lawan politik penguasa namun baru menjadi
sesuatu yang bersifat umum sebagai pengganti pidana mati, pembuangan dan

pengasingan.

Ketiga, Pidana mati (Abad ke-16), cara-cara pelaksanaan pidana mati pada
abad 16. ini adalah dibakar atau dibelah dengan ditarik kereta kearah yang
berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak, ditenggelamkan
dilaut atau dijantungnya dicopot serta dirajam sampai mati. Lama kelamaan
tata cara pemidanaan mati itu dilakukan dengan memberikan perhatian
terhadap perkemanusiaan sehingga akhirnya pemidanaan mati digantikan
dengan cara dipancung,, penggantungan ditiang gantungan, dan ditembak
mati. Demikian halnya yang dikemukakan Soesilo, jenis-jenis pemidanaan
yang yang diklasifikasi berdasarkan konteks sejara hukum pemidanaan di
indonesia antara lain: dibakar hidup terikat pada satu tiang, dimatikan dengan
menggunakan suatu keris, dibakar, dipuku, dipukul dengan rante, ditahan

dalam penjara, kerja paksa dalam pekerjaan-pekerjaan umum.

Sifat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dewasa ini para perencana
mengalami kesulitan untuk merencanakan Suatu Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang bersifat nasional karena ada ikut campurnya Belgia yang
berkepentingan agar KUHP yang akan diberlakukan di negeri Belanda itu
jangan sampai mirip dengan Crimmineel Wetboek yang pernah dimiliki oleh
negara Belanda tahun 1809 dan jangan sampai pula mengikuti Code Penal
yang pernah berlaku di negeri Belanda oleh pihak Perancis sejak tahun 1811

yaitu sejak kerajaan Holland distukan dengan negara Perancis.
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Rencana Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dibuat pada Tahun 1815
akhirnya tidak berhasil menjadi satu Undang-undang karena adanya
keberatan dari pihak Belgia dengan alasan bahwa rancangan undang-undang
tersebut telah dibuat berdasarkan Crimineel Wetbboek Voor Het Koninkrijk
Holand Tahun 1809. Kemudian Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana
yang telah dibuat pada Tahun 1827 kembali telah tidak berhasil menjadi satu
Undang-undang karena daya keberatan dari pihak Belgia dengan alasan
bahwa rancangan undang-undang tersebut telah dibuat berdasarkan Code
Penal Perancis hingga pada akhirnya suatu rencana undang-undang hukum
pidana yang baru telah berhasilmejadi suatu undang-undang yang melahirkan

KUHP yang dewas ini berlaku di indonesia.

Pada waktu harus memilih jenis-jenis pidana yang dicantumkan di dalam
KUHP yang baru, pembentuk KUHP telah melakukan pembatasan-
pembatasan sejauh yang ia dapat lakukan dengan memilih suatu susunan
pidana yang dianggap sebagai mempunyai sifat yang sederhana hingga
mendatangkan beberapa keuntungan. Mengenai kesederhanaan dari sebuah
pidana-pidana yang telah dipilih oleh pembentuk undang-undang itu. Di
dalam memmorie van toelichting, dikemukakan kesederhanaan seperti itu
dengan sendirinya membawa keuntungan-keuntungan yang sangat besar.
Karena makin sedikit pidana-pidana yang ada akan semakin mudah orang
membuat perbandingan mengenai pifana-pidana tersebut. Dan tanpa dapat
membuat perbandingan seperti itu orang tidak akan dapat menjatuhkan pidana

secara tepat sesuai dengan berat ringannya kejahatan.
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Demikian halnya van Bammelen mengemukakan kesederhanaan yang
menjadi acuan dalam kodifikasi KUHP tersebut, makin sedkiti pidana-pidana
yang ada akan makin mudah bagi orang-orang untuk mebuat perbandingan
antara pidana-pidana tersebut, dan demikian dikatakan di dalam memmorie
van toelichting, tanpa dapat membuat perbandingan seperti itu, adalah tyidak
mungkin bagi orang untuk menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan
berat ringannya kejahatan-kejahatan yang dilakukan, akan tetapi perlu juga
diingat bahwa pembentuk undang-undang telah tidak memperhitungkan sama
sekali mengenai adanya penyebab-penyebab baik yang terdapat di dalam
masyarakat mapupun yang terdapat di dalam diri orangnya itu sendiri yang

dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan yang berbeda-beda.



